
BUPATI GUNUNG MAS 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
NOMOR ~~ TAHUN 2017 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2018 

MerJ.mba.i7.g 

Mengingat 

DEN'GAt., RAHMA T TUHAii YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNG MAS, 

a. bal1wa w7.tuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tal1un A ... '1.ggarail 2018; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republi..1( Indonesia Nomcr 3312} sebagaima.11.a 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tam.baha_r1 Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688); 

3 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Ka bu paten Katingan, Ka bu paten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, 
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 
Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur 
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten.tang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten.tang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerin.tal1a.i.1. Daerab. (Lembara.i.1. Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Unda..>1.g Nomor 23 Tahun 2014 tenta..>1.g Pemer...nta..11.an 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daer~ h (Lembaran Negara Republik L-r1donesia 
Tahun 2001 Nomor 118, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4138); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 ten tang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan LembaJ" .. filt.B~~~~-
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Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwak:ilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

21 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoma.ti Penyusuna.ti dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan da...'1. Kinerja Instansi Pemerinta...½. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614) ; 

2 4. Peraturan Pemerin tah Repu blik Indonesia N omor 71 
Tal1un 2010 tentang Sta_-r1dar .A~l<untansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041) KAG;,;; HtJK-Ji'-i Ko.sua·:3AG: 
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26. Pera turan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 
Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 
2014 Nomor 207); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 
Tahun 201 7 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 249) ; 

32. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 34 Tahun 2014 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Gunung Mas (Ber ita Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Tahun 2014 Nomor 304) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati 
Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 34 
Tahun 2014 tentang KebijakaI1 Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 406); 

33. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Sistem Akutansi Pemerintah Kabupaten 
Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Tahun 2014 Nomor 305) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 33 Tahun 
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sis tem 
A .. k utansi Pemerint~h. Kabu paten Gunung Mas (Berita 
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 
347); 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2018. "-~·----~....-- - , 
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Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai 
berikut: 
a . Pendapatan Daerah, meliputi: 

1. Pendapatan Asli Daerah 
2. Dana Perimbangan 
3. Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah 

Rp. 38.613.899.007,00 
Rp. 984.862.135.237, 10 

Rp.147.363.330.395,00 
Jumlah Pendapatan Rp. l.170.839.364.639, 10 

b . Belanja Daerah, meliputi: 
1. Belanja Tidak Langsung, meliputi: 

a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Hibah 
c) Belanja Bantuan Sosial 
d) Belanja Bantuan Keuangan 
e) Belanja Tidak Terduga 

2. Belanja Langsung, meliputi: 
a) Belanja Pegawai 
b) Belan j a Barang dan J asa 
c) Belanja Modal 

c. Pembiayaan Daerah, meliputi: 
1. Penerimaan sejumlah 
2. Pengeluaran sejumlah 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Rp.355.027.618.829,39 
Rp. 29.473.816.750,00 
Rp. 1.596.010.000,00 
Rp.158.121.052 .323,71 
Rp. 500.000.000,00 

Rp. 

Rp. 53.426.919.927,00 
Rp. 211.732.750.698,00 
Rp. 365.061.196.111,00 

544.718.498.003, 10 

Jumlah Belanja 
Surplus/(Defisit) 

Rp. 630.220.866.736,00 
Rp. l.174.939.364.639,10 
Rp. (4.100.000.000,00) 

Rp. 10.150.000.000,00 
Rp. 6 .050.000.000,00 

Rp. 4.100.000.000,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp. 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Pelak sanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih 
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KABAG IHH<UM 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas. 

Diundangkan di Kuala Kurun 
pada tanggal 29 Desember 2017 

ARIS DAERAH 
~ UNUNGMAS, 

Ditetapkan di Kuala Kurun 
pada tanggal ~ Desember 2017 

RAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017 NOMOR '109 


